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ABSTRACT

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi suatu persoalan
pelik yang terjadi dalam dunia internasional sekarang ini. Berbagail
persoalan Hak Asasi Manusia yang terjadi tentunya membutuhkan
suatu penanganan yang serius, haik itu penanganan yang dilakukan
oleh negara dimana pelanggaran HAM itu terjadi maupun oleh dunia
internasional.

Akhir-akhir ini perdagangan anak-anak (traffiking in children),
terutama vang terjadi di Asia, muncul sebagai masalah pokok yang
menjadi sorotan dunia. Perdagangan manusia, dengan alasan
apapun juga, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi
manusia. Sayangnya, pelanggaran ini terjadi di Indonesia dalam
skala yang cukup memprihatinkan. )

Penegakan Hak asasi manusia khususnya perlindungan anak
terhadap perdagangan di Indonesia, kurang di perhatikan oleh
pemerintah  Indonesia. Seharusnya  pemerintah Indonesia
bertanggungjawab dan melindungi rakyat sesuai dengan Yyang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Usaha pemerintah Indonesia yang meratifikasi konvensi-
konvensi internasional menyangkut perlindungan anak, merupakan
suatu tindakan yang mempunyai dampak positif bagi perlindungan
anak di Indonesia. Walaupun usaha yang dilakukan pemerintah ini
masih belum maksimal karena belum adanya undang-undang
nasional yang secara jelas mengatur perdagangan anak, tetapl hal ini
sudah mampu memberikan sedikit harapan bagi mereka (anak-anak)
antuk mendapatkan suatu kepastian akan perlindungan negara
terhadap perdagangan anak dan secara khusus bagi penegakan HAM
di Indonesia dan Internasional. -
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PENDAHULUAN =

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini issue Hak Asasi Manusia [(HAM) atau Human
Rights menjadi perbincangan vang hangat diberbagai negara
dibelahan dunia. Sebagai suatu wacana yang menarik bagi berbagai
kalangan khususmoa para politisi dan pakar hakum, masalah issue
hak asasi manusia penting dalam penegakan hukum internasional
maupun hukum domestik. Oleh karena hak asasi manusia penting
bagi penegakan hukum maka kita perlu lebih memahami dan bukan
sekedar perbincangan kosong tanpa dasar hukum yang jelas. Perlu
kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan ha_l;c dasar bagi
setiap manusia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dipahami
bahwa hak asasi manusia memililki batasan-batasan tertentu yang
" harus selalu diingat oleh setiap orang dan dilaksanakan. Dengan
kata lain kita perlu menaati rambu-rambu yang ada sehingga tidak
terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia di belahan bumi.

Upaya  masyarakat internasional untuk  memerangi

pelanggaran hak asasi manusia khususnya perdagangan manusia




vang dilakukan oleh organisasi kriminal antar negara yang
terorganisasi semakin serius dillhat dari problem vang
ditimbulkannya dan bentuk-bentuk baru kerjasama antar negara
dengan organisasi kriminal pada akhir dekade abad 20. Globalisasi
sistem ekonomi, pembangunan transportasi, dan teknologi
komunikasi telah menciptakan kesempatan vang baik terhadap
komunikasi antar manusia dan pembangunan ekonomi, tetapi juga
memberikan kesempatan baru bagi organisasi kriminal yang telah
melanggar batas wilayah negara dan mengancam ketertiban dan
keamanan negara maupun dunia khususnya dalam perdagangan
anak., Dalam kf._:mt&l-:a inilah lebith kurang 100 negara telah
menetapkan suatu konvensi dan beberapa protokol yang mempunyai
refleksi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh
organisasi kriminal di masing-masing negara yang harus
diselesaikan.

Salah satu hal yang paling pencar di teriakan oleh dunia
internasional saat inl maraknya pelanggaran hak asasi manusia yaitu
eksploitasi perempuan dan anak-anak. Indonesia sebagai salah satu
negara vang menjadi anggota masyarakat internasional turut serta
melakukan penegakkan hak asasi manusia, akan tetapi pelanggaran

HAM yang terjadi di Indonesia cukup banyak sehingga untuk kasus




perdagangan manusia dan eksploitasi sedikit terabaikan. Hal ini
dapat dilihat di berbagai kota di Indonesia yang mana anak-anak ini
diculik lalu eksploitasi sebagai buruh, pekerja seks komersial (P3K],
pembantu rumah tangga ataupun dikirim ke luar negeri.

Pelanggaran hak asasi manusia yang menurut penulis sangat
parah karena menyvangkut generasi penerus bangsa di masa datang.
Hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, karena anak-
anak im adalah generasi penerus bangsa yang masa depannya telah
terenggut dan tercampakkan disaat mereka tumbuh dan

berkembang.

1.2. Perumusan Masalah

Penanganan masalah hak asasi manusia terhadap anak
bukan hanya masalah pemerintah Indonesia, melainkan tfanggung
jawab kita sebagal bangsa Indonesia dan juga tanggung jawab
magyarakat internasional dengan mengunakan sarana yang ada
yakni hukum Internasional yang berlaku antara lain :

1. Konvensi Internasional tentang Kerja Paksa tahun 1930

2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Kerja Paksa

tahun 1957




3. Konvensi Internasional untuk Menumpas Perdagangan
orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain tahun 1949
4. Konvensi Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan
Kebebasan Dasar tahun 1953
5. Convention Against Transnational Organized Crime, tahun
2000
6. Convention on the rights of the child tahun 1989
7. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun
1948
Dengan berpatokan hukum internasional yang berlaku di
atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas :
1. Apa yang menyebabkan terjadinya eksploitasi dan
perdagangan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi masalah
pelanggaran hak asasi anak di Indonesia ? l
Malam hal ini penulis hanya membahas mengenai hak anak
untuk mendapat perlindungan dan hak untuk tumbuh dan
berkembang dengan berpatokan pada dasar-dasar hukum

! internasional maupun hukum nasional.




1.3.

1.3.1.

1.3:4.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1,

Untuk mengetahiui penyebab terjadinya perdagangan anak

2. Untuk menunjukan pemerintah Indonesia bahwa hak

asasi manusia baru mempunyai manfaat bila di
praktekkan dan bukan sebatas retorika saja.
Mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang

tanggap terhadap hak-hak anak.

Manfaat Penelitian

e

Sebagai bahan acuan, sumber informasi kepada berbagai
pihak yang merasa tertarik terhadap masalah hak asasi
manusia pada umumnya dan secara khusus hak azasi

anal,

. Sebagai sumber ide atau gagasan bagi penegakkan hukum

internasional dan khususnya hukum nasional terhadap
hak-hak anak :
Sebagai syarat mutlak untuk mencapai gelar Sarjana
Hukum yang ditetapkan oleh pihak universitas.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Untuk memahami pengertian hak asasi manusia (human rights)
penulis mencoba membahas kata demi kata terlebih dahulu,
berdasarkan pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia.
(Lukman Ali dan kawan-kawan, kamus besar Bohasa Indonesia,
edisi kedua, Balai Pustaka; 1991). Hal ini penulis maksudkan agar
didapat pemahaman umum terhadap hak asasi manusia tersebut.
Dengan berpatokan pada kamus tersebut maka pengertian hak :

“ Kekuasaon untuk berbuat sesuatu, milik, kekuasaan yang

benar atas sesuaiu atau untuk menuntiul sesuaty, wewenang

menurd hukum” 1
setelah memahami pengertian hak maka penulis melangkah pada
pengertian asasi. Pengertian asasi :

“ sesuatu yang bersifat dasar atau pokok *

Yang terakhir adalah pengertian manusia. Manusia :

* Makhluk yang berakal budi yang dapat menguasai makhluk

Lexime *
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Dengan melihat ketiga pengertian tersebut maka dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah segala sesuatu
yang dimiliki oleh manusia secara pribadi, :,fanlg bersifat mendasar
atau pokok yang dibawah oleh manusia sejak ia lahir,

Pengertian yang telah dipaparkan penulis tersebut adalah hak
asasi manusia secara umum, maka berikut ini penulis memaparkan
pemahaman hak asasi manusia dan sudut pandang hukum
international dan hukum nasional. Pemahaman ini dikutip
berdasarkan Universal Declaration of Human Rights pasal 1 dan 2
yaity ;

Pasal 1, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam

martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan

harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat
persaudaraan.

Pasal 2, setiap orang berhak atas semua hak dam* kebebasan

yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, dengan tanpa pembedaan

apa pun sepertt ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pendapat pelitik atau pendapat lain, asalusul kebangsaan
bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status

lain. Selanjutnya tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar

status politik, status yuridiksi atau status international negara

™,
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atau wilayah tempat seseorang termasuk didalamnya, apakah
wilayah iu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan-sendiri
atau dibawah pembatasan kedaulatan lain apapun.

Sedangkan hukum nasional yakni dalam Undang-undang nomor 39
tahun 1999, Hak Asasi Manusia :
“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan Anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerimtah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia. ®
Menurut Hadi Setia Tunggal pengertian hak asasi manusia adalah::
" Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada dirnt
kita dan tanpa hak-hak tersebut kita tidak dapat J’mfup sebagai
manusia® “ (Tunggal, Hadi Setia, tanya jawab PBB dan HAM,
Jakarta, Harvindo, 2000, hal 4)
Hak-hak Asasi Manusia terdiri atas 10 bagian berdasarkan UU
Rl No.39 tahun 1999, yakni:
1. Hak untuk hidup (pasal 9)
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan [pasal 10)

3. Hak megembangkan diri (pasal 11- pasal 16]




4. Hak memperoleh keadilan (pasal 17 - pasal 19)

5. Hak aras kebebasan pribadi (pasal 20 - pasal 27)

6. Hak atas rasa aman (pasal 28 - pasal 33)

7. Hal atas kesejateraan (pasal 36 - pasal 41)

8. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43 - pasal 44)

9, Hak wanita (pasal 45 - pasal 51)

10. Hak anak (pasal 52 - pasal 66)

Berdasarkan beberapa hal diatas penulis mempunyai konsep
tersendiri mengenai hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia
adalah hak-hak yang melekat pada sifat dasar yang melekat pada
manusia yvang tidak dapat direbut atau dimamfaatkan oleh orang
lain, Hak-hak tersebut mengizinkan kita untuk berkembang
sepenuhnya dan memanfaatkan kualitas kemanusiaan, kata hati dan
memenuhi kebutuhan kita. Semua ini adalah hak-hak ‘dasar yang
dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan dimana saja di dunia
karena dilahirkan sebagai manusia. Prinsip persamaan harkat dan
martabat masing-masing dan setiap orang adalah landasan keutuhan
hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang
melekat dalam diri manusia yang dibawa sejak seseorang memiliki

nafas baik dalam kandungan maupun setelah lahir. Jadi penulis
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berkeyakinan bahwa hak asasi manusia bukan hanya melekat pada
manusia yvang telah lahir tetapi bahkan pada manusia yang masih
berada dalam kandungan, menurut penulis tindakan pengguguran
kandungan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena
telah melenyapkan nyawa seseorang kecuali dengan pertimbangan
khusus,

Secara umum dapat kita lihat bersama bahwa hak-hak
tersebut dimiliki oleh bakal manusia atau manusia tanpa
memandang perbedaan bangsa, ras, suku, dan jenis kelamin
sehingga dapat dikatakan bahwa hak-hak asasi manusia ini berlaku
secara universal tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah yang
ada. Dasar dari semua hak asasi manusia ialah bahwa manusia
harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan

harkat, bakat, dan cita-citanya.

2.2. Pengertian Perdagangan Anak dan Eksploitasi Anak

Perdagangan anak dan eksploitasi anak adalah dua hal yang
tidak dapat terpisahkan sebab dimana terjadi perdagangan anak
maka di situ pula terjadi eksploitasi anak, hal ini disebabkan
eksploitasi anak merupakan fenomena dari perdagangan anak.

Pengertian yvang sering digunakan untuk perdagangan anak dan

10




ekspleitasi anak sebenamya sudah tercantum dalam  Konvensi
Menentang Kejahatan Trans-nasional Terorganisasi tahun 2000
(Convention Against Transnational Organized Crime) dan protokolnya
vakni Protokol I, Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land,
Sea, and Air, Supplementing The UN Convention Against TOC dan
protokol 11, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In
Person, especially Women and Children, Supplementing The UN
Convention Against TOC sebagai pelengkap konvensi tersebut adalah
sebagai berikut :

* Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan,
pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang,
dengan mengunakan cara-cara ancaman atau penggunaan
kekerasan atau berbagai bentuk paksaan lainnya, penculikan,
pemalsuan, pemipuan, penyalagunaan kekuagaan — atau
penyalahgunaan posisi kerentanan atau pemberian atau
penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapathan
persetujuan dari seseorang yang mempunyal kendali terhadap
orang lain, wuntuk kepenfingan eksploitasi. Eksploitasi
mencangkup, sedikitnya, eksploitasi prosfitusi atau bentuk-

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan

11




atau praktik-praktik sejenisnya, perhambaan atau pengambilan

argan tubuh 7

Rumusan definisi yang tertera di atas sangat panjang, berbelit
dan sulit di pahami. Penulis mencoba untuk memaparkan unsur -
unsur yang tercangkup secara sekaligus dalam definisi tersebut,
yaitu ¢

¢ Adanya proses rekrutmen dan pemindahan manusia

¢ Berlakunya cara-cara pemaksaan (termasuk ancaman

akan terjadinya pemaksaan atau kekerasan), penipuan
dan penyalahgunaan kekuasaan

¢ Adanva tujuan akhir vang bersifat eksploitatif

Definisi diatas secara eksplisit menyatakan bahwa praktik
perdagangan manusia mencakup adanva upaya-upaya khusus untuk
mendapatkan persetujuan dari seseorang yang berkuasa (atau,
memegang kendali) atas nasib orang lain, dalam hal ini si korban.
Upaya-upaya Khusus milah yang mengandung unsur pemaksaan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun melibatkan suatu
proses pembayaran dalam bentuk uang, barang ataupun janji yvang
menguntungkan pihak yang berkuasa tersebut. Definisi ini i}uga
menjabarkan bentuk-bentuk eksploitasi vang dianggap sebagai

bagian dar fenomena perdagangan manusia, yaitu :
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¢ eksploitasi untuk prostitusi

¢ berbagai bentuk eksploitasi seksual lainnya
kerja paksa

perbudakan atau sejenisnya

perhambaan

* » ®* ¥

pengambilan organ tubuh
Sesungguhnya, perdagangan manusia adalah konsep dinamis dengan
wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan

ekonomi, sosial, dan politik.

2.3, Dasar Hukum Hak Asasi Anak Dalam Hukum
Internasional

Mengingat perhatian pada hak asasi manusia saat ini cukup
besar maka perlu dalam penegakannya memiliki dasar hukum yang
kuat agar pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dapat ditekan
semaksimal mungkin meski penulis menyadari untuk
menghilangkannya adalah hal yang mustahil, karena setiap saat
manusia pasti melanggar hak-hak orang lain untuk memenuhi
kebutuhannya tanpa dia sadari ataupun disadarinya.

Untuk mengikat perhatian pada hak asasi manusia ini maka

perlu di bentuk suatu dasar hukum yang tertulis agar kekuatan
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hukumnya menjadi lebih jelas. Dengan melihat kenyataan ini maka,
PBB selaku organisasi internasional yang bertujuan menjaga
perdamaian dunia selama bertahun-tahun bekerja keras untuk
mengembangkan standar hak asasi manusia dalam bentuk perangkat
internasional vang disetujui oleh negara-negara dan mendorong
bangsa-bangsa untuk menerima dan melaksanakannya. Salah satu
tugas awal organisasi internasional (PBB) adalah menyusun
rancangan Deklarasi Universal (Pernyataan Umum)] tentang hak-hak
asasl manusia.

Pada tahun 1946, PBB membentuk komisi hak-hak asasi
manusia yang di ketuai oleh Eleanor Roosevelt dengan tugas
merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak
asasi manusia. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi M%nuaia yang
menetapkan hak-hak asasi yang tidak dapat diabaikan atau
dirampas dan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat.

Adapun dasar hukum perlindungan hak asasi anak dalam
hukum internasional tertuang dalam Deklarasi Universal tentang
Hak-hak Asasi Manusia pasal 25 (2) yaitu :

“ Jbu dan Anak berhak mendapal perawatan dan bantuan

khusus. Semua anak, yang lahir dalam ikatan perkawinan




maupun diluar perkawinan, harus memperoleh perlindungan
sosial yang sama, *
selain  dalam Deklarasi Universal juga terdapat dalam
instrumen internasional lainnya seperti :
a. International Convenant on Cinl and Political Rights, tahun 1976
Pasal 24
1. Setiap anak harus, tanpa diskriminasi berdasarkan ras,
warna kulit, jenis kelarmin, bahasa, agama, asal-usul
kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran diberikan
hak atas segala tindakan perlindungan yang diperlukan bagi
statusnya sebagai anak dibawah wmur, dari pihak
keluarganya, masyarakat dan negara.
2. Setiap anak harus segera didaflarkan dan dibertkan nama.
3. Setap anak berhak memperoleh kmurgunegaman;
b. International Convenant on Econornie, Social and Cultural Rights,
tahun 1976
Pasal 10
3. Seharusnya diambil perlindungan dan bantuan khusus untuk
i kepetingan semua anak dan remaja tanpa diskriminast
dengan alasan Ketwrunan atau keadoan-keadaan yang

lainnya. Anak-anak dan para remaja seharusnya dilindungt
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dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka
dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan yang
membahayakan kehidupan mereka afau yang sangat
mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal
seharusnya dapat dipidana menurut undang-undang. Negara
seharusnya juga menetapkan batas umur minimal bagi anak-
anak yang memasuki pasaran tenaga kerja pka dilanggar
dapat di pidana menurt undang-undang.

Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak

Rakyat, 27 Juni tahun 1981

Pasal 18

3. Negara harus menjamin penghapusan sefiap diskriminasi
terhadap wamta dan juga menjamin perlindungan untuk hak-
hak wanita dan anak-anak seperti yang ditentukan dalam
deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi infernasional,

Deklarasi Amerika tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban

Manusia

Pasal 7

“Semua wanita, selama hamil dan menyusui, dan semua anak-

anak berhak atas perlindungan, perawatan dan banfuan

kKhusus. ©




Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1969

dan berlaku 18 Juli 1978

Pasal 19

“ Setiap anak harus berhak atas segala tindakan perlindungan

yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak dibawah wmur,

dari pthak keluarganya masyarakat dan negara. *

Piagam Sosial Eropa tahun 1961 dan berlaku 26 Februari 1965

Pasal 7

Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efektif akan hak-

hak anak-anak dan remaja atas perlindungan, maka negara-

negara peserta berusaha:

1. menentukan bahwa wumur minimum penerima pekerjaan
adalah 15 tahun, dengan tunduk pada pengecualiaan-
pengecualiaan untuk anak-anak yang dipekerjakan dalam
pekerjaan nngan yang sudah ditentukan tanpa merusak
kesehatan, moral atau pendidikan mereka;

2. menentukan bahwa umur midmum yang lebih tinggt dari
penenma pekernaan akan ditetapkan mengenai pekerjaan-
pekerjaan yang sudah ditentukan yang dianggap sebagai

berbahaya atau tidak sehat;
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menentukan bahwa orang-orang yang masih tunduk pada
pendidikan wafib harus tidak dapat dipekerjakan pada
pekerjaan yang sedemikian rupa akan mencabut mereka
dari kemamfaatan penuh pendidikan mereka;

menentukan bahwa jam kerja orang-orang dibawah umur
16 tahun harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan perkembangan mereka, dan terutama dengan
kebutuhan mereka untuk pelatihan kepruan,

mengakut hak para pekerja muda dan magang atas upr:?h
yang adil atau wang saku lain yang layalk; ':
menentukan bahwa waktu yang digunakan oleh orang-
orang muda dalam pelatihan keuruan selama jam kerja
yang normal, dengan persetujuan majikan akan
diperlakukan sebagai membentuk bagian hari ke‘rja;
menetapkan  bahwa orang-orang yang dipekerjakan
dibawah wumur 18 tahun berhak mendapat hdak kurang
dari 3 minggu liburan tahunan dengan pembayaran;
menentukan bahwa orang-orang di bawah umur 18 tahun
tidak dapat dipekerjakan pada jam kerja malam dengan

pengecualinan  pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang




ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan
nastonal;

9. menentukan bahwa orang-orang dibawah umur 18 tahun
yang di pekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang
ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan
nasional harus tunduk pada pengomwasan kesehatan
reguler;

10. menjamin perlindungan khusus dari bahaya fisik dan moral
yang terbuka terhadap anak-anak dan remaja, dan
terutama terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan
secara langsung afau tidak langsung dari pekerjaan
mereka.

Pasal 17

Dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang efekiif akan hak ibu

'

dan anak atas perlindungan sosial dan ekonomi, maka para

negara peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat dan

di perlukan termasuk pembentukan atau pemeliharaan berbagai

lembaga ataupun pelayanan yang tepat.

E Convention on The Rights of The Child, tahun 1989
Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan

anak-anak di berbagal negara, terutama negara-negara yang sedang
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berkembang telah menjadi perhatian kalangan hukum internasional.
Pada tahun 1998, Majelis Umum FBB dengan resclusi nomor
531998 telah mengeluarkan suatu konvensi untuk melawan
kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang dikenal sebagai
Convention Against Transnational Organised Crime, dengan tiga
protokol tambahan yang salah satunya yakni Protocol Against
Trafficking in Person, Espescially Women and Children yang sangat
membantu mencegah dan memerangi perdagangan perempuan dan
anak-anak, dan melindungi dan membantu korban perdagangan
dengan menghormati hak-hak asasi manusia, serta meningkatkan
kerjasama antar negara untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Selain dasar-dasar yang penulis paparkan di atas, masih
banyak lagi perjanjian-perjanjian internasional lainnya vang mana
dalam isi pasal-pasal banyak yang mengangkat perihal anak yang
tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. |
Dari banyaknya konvensi-konvensi di atas dapat dilihat bersama
bahwa dunia internasional begitu menaruh perhatian terhadap

perlindungan hak anak di dunia.
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2.4, Kedudukan Anak Dalam Hukum Nasional

Kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari
pandangan sisten hukum atau disebut kedudukan dalam arti
khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan anak dalam arti yang
dimaksud meliputi pengertian sebagai berilkut :

1. Kedudukan anak menurut UUD 1945,

Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945
terdapat dalam pasal 34. Pasal ini mempunyai makna
khusus terhadap pengertian anak adalah subyek hukum
dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi,
dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
Fengertian menurut UUD 1945, pada pasal 34 sesuai
dengan cita-cita pembentukan masyarakat Indonesia
dengan Pancasila dan tujuannya memajukan kgsejahtﬂman
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
tercantum pada pembukaan UUD 1945, ketentuan ini
menghendaki agar kepentingan-kepentingan pembangunan
bangsa dan negara harus memprioritaskan anak, sebagai
sumber inspirasi untuk lahirnya generasi-generasi penerus
bangsa yang tinggl peradabannya, dengan kemampuan ilmu

dan teknelogi wyang tinggi dan kemudian dapat
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mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kedudukan pasal
34 UUD 1945 yang menyebutkan ® fakir miskin dan anak-
anak telantar dipelihara oleh negara® mengandung
kekhususan hagi pengelompokan anak-anak vang
dikategorikan sebagai anak terlantar dan kemudian
dijadikan objek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan
dengan tujuan anak-anak Indonesia akan dapat menjalani
kehidupan vang layak dari suatu kehidupan yang penuh
dengan kesejahteraan dan magfirah dan hidayat dari Allah
Swt.

Pengertian anak menurut Irma Setyowati Soemitro, S.H.
sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan
pengaturan dengan dikeluarkan UU No. 4 tahun 1979
tentang kesejahteraan anak” yang berarti makna anak, yaitu
seseorang anak harus memperoleh hak-hak ya.r;g kemudian
hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangan dengan wajar baik secara rohaniah,
jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas
pelayanan wuntuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan

perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun
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sesudah ia dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan
terhadap lingkungan hidup vang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dengan wajar. (Soemitro, Irma
Setyowati, Aspek Huhkum Perlindungan Anak, Bumi
Aksara, 1990 hlm 16}
. Perlindungan anak menurut Hukum Perdata.
Pengelompokan anak menurut pengertian hukum
perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang
ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak
mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut :
a. status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum;
b. hak-hak anak di dalam hukum perdata .
Dalam hukum perdata khususnya pasal 330,
mendudukan status anak sebagai benkut : ‘
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur
genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin....dst”,
Perundang-undangan dalam bidang hukum perdata
untuk anak yang kita miliki adalah jauh lebih memadai dari
pada bidang hukum pidana untuk anak. Pada hakekatnya

perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi

banyak aspek hukum, diantaranya :
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a, Kedudukan anak

b. Pengakuan anak

. ¢. Pengangkatan anak

d. Pendewasaan

e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap
anak

f. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua

g. Perwalian

h. Tindakan untuk mengatur vang dapat diambil guna
perlindungan anak

i. Biaya hidup anak vang ditanggung orang tua akibat
perceralan.

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum
dewasa, menimbulkan hak-hak anak j,:ang perlu
direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang
menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut.
Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata diatur secara
garis besar antara lain vang terdapat dalam :

a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
b. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan

anak




¢. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 pelarangan dan
tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak.

d. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang usaha
kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah

e. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang
pendidikan pra sekolah

f. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang
pendidikan luar sekolah

g. Kitab Undang-Undang Hulum Perdata tentang Orang

h. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sedangkan tangggung jawab orang tua kepada anak ialah

mendidik dan memelihara serta mewujudkan kesejahteraan

anak sebaik-baiknyva. Kewajiban orang tua berlaku hingga

'

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini

berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua

telah putus.
Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya

yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan

perkawinan terkecuali  jika kepentingan anak
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menghendakinya. Hak asuh orang tua dapat diambil jika
orang tua melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk
terhadap anak, tetapi orang tua tetap membiayai anak
tersebut. Selanjutnya anak tersebut dibawah kekuasaan
wali.

Sementara anak wajib menghormati orang tua dan
mentaaati kehendak mereka. Bila anak telah mencapai
dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,
orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila
mereka itu memerlukan bantuannva

Selanjutnya ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan,
bahwa di negeri kita ini ada istilah yang dinamakan anak
sipil. Anak sipil jalah anak yang atas permintan orang tua
atau walinya memperoleh penetapan pengadilan }Antuk didik
pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai
umur 18 tahun.

Dinamakan anak sipil karena anak tersebut dikenakan
tindakan menurut hukum perdata. Anak tersebut diajukan
ke persidangan lalu diputus dalam perkara perdata dengan

menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau
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yang lebih populer dengan sebutan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
. Pengertian anak menurut Hukum Pidana.

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum
pidana diletakkan dalam pengertian anak vang bermakna
penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak
yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya
bertanggung jawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit)
yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena
kedudukan sebagai seorang anak yang berada daiam usia
belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai
hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan
khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelagkan dalam
peraturan perundang-undangan dengan menggunakan
beberapa pengertian berikut ;

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan., UU ini rnlengk]asiﬂkasil{an anak kedalam

pengertian berikut ini :
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a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama
sampai umur 18 tahun.

b. Anak nepara adalah anak yang berdasarkan putusan
pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan
ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur
18 tahun.

c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua
atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di
didik di LAPAS anak paling lama sampal berumur 13
tahun.

Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
UU ini mengklasifikasikan pengertian anak kedalam hal-hal
berikut ini. P

Anak adalah orang vang dalam perkara anak nakal telah
mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur
delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Yang
dimaksud anak nakal sebagai berikut :

a. anak yang melakukan tindak pidana ;

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan

terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-
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undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai
seorang yvang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari
hukuman pidana, berhak untuk mendapat perlakuan
istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu
sendin sebagail kelompok subyek hukum yang dipandang
belum dewasa. Kedudukan anak yvang demikian ini oleh
beberapa sarjana dan pakar hukum pidana seperti Bismar
Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyebutkan
“hukum harus menitik beratkan pada hak anak pada
umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada
khususnya akan disorofi sebagai social study dari anak-anak
yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dikaji secara
individual latar belakang dan sebab-sebab jpefaﬂggﬂmn
pidananya’. (Bismar Siregar, Abdul Halim G.N., Hukum-
hukum dan Hak Anak, Rajawali 1986, Hal. 26).

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan
pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi,

karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah

(kurang) dan dalam sistem hukum di pandang sebagai
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subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk
pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang
subyek hukum yang normal.

Anak dalam status hukum pidana akan menjadi
mekanisme sentral untuk membangun pengertian Advokasi
dan Hukum Perlindungan Anak (HPA), secara sistematis
dengan keterikatan pada aspek-aspek hukum baik yang
menyangkut hak-hak keperdataan, hak-hak ketatanegaraan
atau hak-hak secara adat umumnya. Pengertian anak dalam
lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif
terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang
{kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk
kepribadian dan tanggung jawab vang akhirmmya anak
tersebut berhak atas kesejahteraan vang layak dan masa
depan yang lebih baik. -u
. Pengertian anak menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang
HAM (Hukum Tata Negara).

Ruang lingkup pengertian anak dalam Hukum Tata
Negara makna yang sama dengan ditetapkan oleh UUD

1945, Dalam makna tata negara anak berhak wuntuk

mendapat status atas perlindungan dari kewajiban-

30




kewajiban hukum baik untuk di pelihara atau direhabilitasi
dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar
hukum lainnya.

Pengertian anak menurut ketentuan hukum tata negara
dapat meliputi hak-hak orang tua yang menjadi PNS dan
atau ABRI/TNI-POLRI seperti berikut ini :

a. hak untuk memperoleh tunjangan
b. hak untuk memperoleh askes, tunjangan
kepegawaian, dan lain-lain.

Pengertian yang diperoleh dari status anak menurut
hukum tata negara adalah kedudukan anak sebagaimana
yang ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan lain.

Kedudukan anak yang demikian sangat berg?ntung pada
status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga
disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan
perundang-undangan.

Dalam menciptakan usaha untuk meletakan status anak
dari segi hukum tata negara, pemerintah Indonesia tidak
hanya berpatckan pada perundang-undangan yang ada,

seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. &
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Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 4 Tahun

1979 Tentang kesejahteraan anak; Surat Edaran Mahkamah

Agung No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat

edaran No.2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak; tetapi

memperhatikan juga kepentingan hak-hak anak yang

terdapat dalam beberapa konvensi internasional, seperti The

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan

konvensi-konvensi internasional lainnya seperti :

1%

&

Piagam Sosial Eropa tahun 1961
Konvens: Amenka tentang Hak-Hak Azasi Manusia tahun

1969

; Deklamsi Amerika Tentang Hak-Hak dan Kewajiban

Manusia

. International Convenant on Economic, Social, and
%

Cultural Rights tahun 1976

International Convenant on Civil and Political Rights
tahun 1976

Piagam Afrika tentang Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-
Hak Rakyat tahun 1981

Convention on The Rights of The Child tahun 1989,
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3. Pengertian anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, menerangkan pada pasal 1 ayat 1 :
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada Undang -Undang No.23 Tahun 2002 ini pada pasal
pasalnya secara jelas menerangkan mengenai kedudukan
anak dan perlindungan negara terhadap anak. Secara
khusus mengenai perlindungan terhadap perdagangan dan
eksploitasi terdapat pada bagian kelima Perlindungan
Khusus !

Pasal 59, Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya
berlcewajiban dan bertanggung Jjawab  untuk lmgmben'knn
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
menjadi  korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban

pencuiikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban
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kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang
menyandang cacat, dan anak kerban perlakuan salah dan
penelantaran.

Sedangkan penjabaran terhadap perlindungan anak
terhadap hal-hal diatas diatur pada pasal 60-71. Dalam
undang-undang ini juga mengatur mengenai ketentuan
pidana bagi yang melanggar pada pasal 77- 90. juga dalam
Undang-undang ini mengatur mengenai  Komisi

Perlindungan Anak pada pasal 74-76.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan
vang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Adapun penelitian
vang penulis lakukan berlokasi di Jakarta yaitu di Komisi Nasional
Perlindungan Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi
Nasional Perlindungan Hak Asasi Anak (Komnas Anak), dan Yayasan
Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).

Penulis memilih lokasi penelitian di tempat tersebut, karena
penulis melihat bahwa data-data, bahan-bahan, dan informasi yang

menyanglkut skripsi ini banyak terdapat di ketiga lembaga tersebut.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research], vaitu suatu penelitian yang dilakukan
dengan cara, membaca dan menelaah literatur-literatur, dokumen-
dolkumen, dan bahan-bahan perkuliahan yang berkaitan dengan
objek permasalahan, serta wawancara langsung dengan beberapa

alktivis anak yang terjun langsung ke lapangan.
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3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer
yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru
atau mutahir, ataupun pengertian baru tentang fakta vang diketahui
maupun mengenai suatu gagasan (idea). Seperti Majalah, koran,
disertasi atau thesis, Kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar,
simposium dan seterusnya. Sedangkan data sekunder, yaitu bahan
pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan yang diperoleh
secara tidak langsung. Bahan sekunder itu antara lain penerbitan
pemerintah, indeks, wawancara (dengan orang yang terlibat langsung

dalam penanganan), dan bahan acuan lainnya.

3.4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul merupakan studi pustaka dan
wawancara yang hasilnya tidak berupa angka-angka yang dapat
dilakukan pengukuran. Agar menjadi sebuah karya ilmiah atau
skripsi yang terpadu dan sistematis, maka di analisis secara

Lualitatif sehingga hasilnya dapat diajukan secara deskriptif.
3.5. Waktu Penelitian

walktu penelitian yang dibutuhkan oleh penulis dalam skripsi

ini mulai dari 1 Februari 2003 sampai 3 Maret 2003.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pola-pola Perdagangan Anak dan Jenis-jenis
Pekerjaan yang Mereka Lakukan.

Trafiking (perdagangan) anak akhir-akhir ini muncul menjadi
suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global, Konsep
dasarnya adalah pemindahan manusia (anak) dari seseorang ke
orang lain untuk tujuan apapun dalam rangka memperoleh
keuntungan uang atau keuntungan lainnya. Trafiking mengandung
unsur paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta
penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan eksploitasi.
Perdagangan manusia dengan cara dan tujuan apapun jelas
merupakan pelanggaran hak azasi manusia. Dari laporan-laporan
media massa dan identifikasi oleh beberapa pihak (LSM) yang di

fasilitasi oleh ILO memastikan bahwa traffiking juga merupakan

problema Indonesia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan terjadinya
peningkatan anak-anak yang direkrut dan dijual ke negara lain oleh
jaringan yang terorganisir. Terdapat berbagai macam bentuk

perdagangan anak di Indonesia yaitu untuk pelacuran dan
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pornografi, pengemis, pembantu rumah tangga, perdagangan obat

terlarang serta pekerjaan-pekerjaan vang membahayakan (jermal).

Dalam perdagangan anak, trafiking untuk pelacuran merupakan

alasan terbesar. Berbagai hasil studi mengungkapkan bahwa orang-

orang yang dekat dengan korban seperti orang tua, saudara, guru

maupun tetangga merupakan orang-orang vang terlibat trafiking.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan bahan-

bahan referensi, dan wawancara menghasilkan temuan-temuan yang

menunjukkan bahwa pada umumnya anak di perdagangkan dengan

maksud ;

a. untuk dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi

b. untuk dijadikan pengemis

e. untuk dijadikan pembantu rumah tangga

d. untuk dimamfaatkan dalam perdagangan narkoba .

e. untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya
sangat eksploitatif, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang
membahayakan di jermal (anjungan penangkapan ikan lepas
pantai).

Add a. Anak-anak vang dilacurkan.

Pemanfaatan anak-anak dalam industri seks

komersial memiliki sejarah panjang. Hull et al. 1997
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mengungkapkan bahwa secara tradigional perempuan
sudah masuk ke industri seks sejak mereka masih
berusia sangat muda. Hal ini tidak pernah dipandang
sebagai masalah sosial karena anak-anak perempuan di
pedesaan, khususnya di pulau Jawa, pada umumnya
menikah di usia dini (12-18 tahun). Dewasa ini, industri
seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Walaupun
hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dengan
peraturan pemerintah dan ditawarkan di lokalisasi atau
kompleks-kompleks pelacuran masih dapat di peroleh,
layanan seks komersial di luar lokalisasi tetap saja
marak, biasanya secara sembunyi-sembunyi, di berbagai
tempat seperti di perumahan, hotel, bar, restoran,
diskotek, salon kecantikan, dan sebagainya yang
menyediakan teman pendamping atau teman kencan.
Ulasan-ulasan terbaru yang dihimpun dari berbagai
media, pengamatan LSM dan studi-studi yang ada
menunjukan bahwa kasus-kasus anak yang terlibat
pelacuran cenderung meningkat sejak tahun 1990 (Farit,
M, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di

Indonesia @ analisis situasi. Jakarta : kerjasama PKPM
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Unika Atma Jaya, Departemen Sosial, dan UNICEF,
1999]. Banyak anak-anak desa yang rela meninggalkan
kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji
akan diberikan pekerjaan di kota, tetapi sesampainya di
kota mereka diperdaya atau dipaksa menjadi pekerja
sels,

Tidak semua anak yang dilacurkan berasal dari
desa. Anak kota pun ada juga yang dijadikan pekerja
seks. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari keluarga
vang cukup berada. Permintaan akan seks dengan anak
sudah ada sejak dahulu. Pemicunya adalah mitos-mitos
seputar keperawanan.

Krisis moneter yang berkepanjangan dan lesunya
perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan
sumber pendapatannya. Dalam kondisi "sapﬂrti ini
pelacuran dianggap memberikan kesempatan yang lebih
baik kepada perempuan untuk mendapatkan uang.

Berdasarkan informasi (wawancara, 28 January
2003) dari Great dan Toto aktivis di komnas anak yang
penulis temui, menyebutkan bahwa beberapa anak yang

ditemukan di lapangan yang dilacurkan ini pertama kali
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dibawa ke bos mereka oleh orang tua mereka sendiri
atau anggota keluarga lainnya atau pekerja seks dewasa
yang berasal dari desa yang sama dengan anak-anak
tersebut, Banyak anak-anak itu yang juga ditipu oleh
calo dan agen profesional atau di paksa oleh keadaan
untuk menyerahkan diri mereka sendiri kepada germo.
Biasanya proses perekrutan ini melibatkan peran tokoh
masyarakat baik yang formal maupun informal seperti
pemalsuan KTP oleh aparat dan memalsukan umur,
Anak-anak wyang direkrut dari desa biasanya
terbujuk oleh janji-janji palsu oleh para agen untuk
dipekerjakan di pabrik-pabrik, rumah makan, konveksi,
apalagi jika orang tua si anak sudah terlibat utang
dengan agen tersebut sehingga merelakan amak mereka
untuk pergi kerja sehingga ekonomi mereka biasa baik,
Biasanyva anak baru mengetahui pekerjaan yang mereka
lakukan jika sudah sampai di tujuan (kota) lalu mereka
di jual ke germo-germo atau di pekerjakan di bar,
diskotek, karaoke, dan panti pijat untuk melayani tamu-
tamu dan jika mereka menolak atau mencoba untuk

melarikan diri maka mereka akan disiksa. Anak-anak ini
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terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena takut
dan para germo ini memakai alasan bahwa mereka
berutang banyak pada germo untuk biaya akomodasi,
makan, dan lain-lainnya yang harus mereka lunasi
dengan cara bekerja pada germo-germo ini sebagai
pekerja seks komersial (PSK).

Beberapa kasus perdagangan anak untuk
dilacurkan yang berhasil penulis peroleh dari media
cetalk yaitu
1. 113 anak berumur =+ 17 tahun asal dari Bandung,

Cirebon, dan Jakarta diajak oleh seorang
perempuan, agen, ditawari untuk bekerja di
perusahaan ternyata mereka di jadikan PSK di GM,
di Tanjung Balai Karimun. (Republika 22 September
1998 dan Pikiran Rakyat 22&24 September 1998),

2. Kakak beradik (16 dan 14 tahun) asal Cirebon dijual
ke Singapura sebagai Pekerja Seks Komersial (Sijori
Pos, 26 January 2000j.

3. Anak gadis dijual menjadi PSK dan penari bugil di

Batam (Media Indonesia, 20 February 2000)
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Add,

4. Anak-anak berumur 15-16 tahun dijual oleh agen ke
Malaysia untuk dipekerjakan sebagai PSK dan
Pembantu Rumah tangga (Republika 23 Maret 2003)

Perekrutan pekerja seks di Indonesia atau di
negara lain biasanya terjadi dengan menggunakan alasan
klise, yaitu untuk di pekerjakan di perusahaan dengan
gaji besar atau jadi pembantu rumah tangga. Secara jelas
korban-korban ini tidak diketahui secara pasti karena
adanya agen-agen besar yang dilindungi aparat-aparat
sehingga sulit di lacak, rata-rata korbannya juga sudah
tidak lagi menghiraukan pekerjaan yang mereka lakukan,
yang mereka pikirkan hanya keluarga mereka dapat
hidup berkecukupan di desa, juga para korban malu jika
keluarga mereka mengetahui sampai  mengetahui
pekerjaan mereka yang sebenarnya.

Anak-anak yvang dipekerjakan sebagai pembantu rumah

tangga

Menjadi pembantu rumah tangga merupakan
pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak
perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak

atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak
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mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkannya atau
melanjutkan sekolahnya. Seringkali bekerja di kota besar
menjadi obsesi banyak kaum muda di pedesaan.

Menurut data BPS tahun 1999, pembantu rumah
tangga di Indonesia yang tercatat di BPFS seluruhnya
1.341.712 orang, 310.378 (23%) diantaranya berumur
10-18 tahun. Data BPS di atas, yang menyebutkan
bahwa 23 % pembantu rumah tangga yang ada di
Indonesia berusia 10-18 tahun, patut diragukan. Jumlah
yang sebenarnya bekerja. sebagai pembantu rumah
tangga dipastikan jauh lebih besar dari data resmi yang
ada, malahan mungkin sekarang diakhir tahun 2002
sudah lebih 3 kali lipat dari data BPS.

Tidak semua pembantu rumah tangga mengalami
masalah atau menjadi korban perlakuan semena-mena.
Tetapi, banyak dari mereka yang berada dalam kondisi
kerja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk terburuk
perburuhan anak. Bentuk kekerasan yang seringkali
terjadi  yakni kekerasan fisik dan seksual, yang
pelakunya sulit tersentuh oleh hukum. Bahkan sampai

saat inipun belum ada kebijakan yang jelas mengenal



upaya untuk mengatur dan melindungi pembantu rumah
tangga. Pekerja pabrik dilindungi oleh serikat pekeria,
tetapi pembantu rumah tangga tidak mempunyai
asiosiasi yang melindunginya.

LSM Solidaritas Perempuan menyebutkan 3.3 juta
pekerja migran Indonesia berdasarkan data depnaker,
70%(2,97 Juta) diantaranya adalah perempuan dan
90%(2,67 juta) dari jumlah itu di pekerjakan sebagai
pembantu rumah tangga.

Anak-anak vang diperciagangkm‘l keluar negeri
cenderung diperlakukan semena-mena oleh majikan
karena mereka praktis terkurung di dalam rumah dan
sulit berhubungan dengan dunia luar. Banyak dari
mereka adalah remaja yang sedang beran_ilak dewasa.
Sebenarnyva mereka membutuhkan waktu untuk bergaul
dan bersenang-senang dengan temannya, sebagai
selingan dari pekerjaan yang serius dan melelahkan.
Sebagian besar pembantu rumah tangga berusia muda
yang mengalami perlakuan semena-mena dituduh malas

bekerja. Beberapa dari mereka yang telah mengalami
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pelecehan dan kekerasan seksual, masih belum
memahami arti hubungan seks dan konsekuensinya.
Pengiriman tenaga kerja keluar negeri sejak krisis
moneter meningkat pesat, sepertinya banyak pihak dan
pemerintah mengangap pengiriman tenaga kerja ke luar
negeri dapat mengurangi penderitaan rakyat kecil dari
tekanan ekonomi dan kemiskinan, serta mengurangi
jumlah pengganguran dan memperbaiki ekonomi negara.
Hal inilah yang membuat munculnya berbagai macam
perusahaan jasa penempatan tenaga kerja vang pada
umumnya sudah mempunyai cabang dan calo di desa-
desa. Para calo-calo ini banyak mendapat bantuan dari
aparat desa setempat, terutama camat dan lurah (kepala
desa). Anak-anak yang dipilih untuk dipekerjakan
sebagai pekerja migran pada umum tidak mempunyai
surat-surat identitas vang layak seperti akte kelahiran
atau KTP. Aparat desa setempat yang merupakan satu-
satunya pihak yang dapat dimintai bantuan untuk
memberikan KTP dan akte lahir kepada anak-anak
tersebut, sekaligus memalsukannya. Untuk memperoleh

KTP dan akte lahir, banyak sekali uang yang harus
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oknum aparat desa tersebut. Selain
migran juga harus membayar biaya
+k bekerja di luar negeri dan harus rela
ipah bulanan mereka dipotong selama
u tertentu. Potongan tersebut dibayarkan
oalan kepada pemasok yang mengirim mereka

<e luar negeri.
Ada juga cara dalam merekrut anak-anak ini untuk
sekerjakan ke luar negeri yaitu dengan pura-pura
cngadopsi anak-anak pengungsi, atau agen merekrut
mereka untuk pekerjaan pengasuh bayi atau eorang tua
ternyata mereka di pekerjakan sebagai pembantu rumah
tangga. Penulis mendapatkan beberapa kasus di media

cetalkk mengenai perdagangan anak sebagai pembantu

rumah tangga .

1. 20 orang anak dari berbagai daerah di Sulawesi
(Poso,Sengkang, Watampone, Sinjai, dan Masambal)
di jual oleh agen yang pura-pura mengadopsinya
lalu di pekerjakan di perkebunan dan pembantu
rumah tangga. Pemerintah lokal hanya menganggap

bahwa pelaku mencoba menolong anak-anak itu
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Add. c.

mendapat kehidupan yang layak. (Republika, 7
Agustus 2000)
2. orang tua menjual anaknya 12 tahun sebagai

pembantu rumah tangga di Jakarta karena masalah
ekonomi. (Kompas 2 Desember 1998)

3. anak-anak berumur 11-16 tahun di jual oleh agen
ke malaysia sebagai PSK dan pembantu rumah
tangga. (Republika 23 Maret 2000)

4. Seorang anak berusia 11 tahun dijadikan pelayan di
rumah pamannya. (Berita Kota 2 Juni 2000).

Anak-anak vang di pekerjakan sebagai pengemis

Pola lain dari perdagangan anak yang sering
dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah
mengambil anak untuk mengemis di jalan-jalan di kota-
kota besar seringkali berasal dari tempat yang jauh.

Jumlah anak yang direkrut dari daerah pedesaan cukup

besar, Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak di kota

dan tidak tahu kalau akan disuruh mengemis. Selain
anak-anak yang diperdagangkan untuk dijadikan
pengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk

membantu pengemis wanita supaya kelihatan lebih
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Add. d.

memelas. Rata-rata bayi dan anak-anak vang
dimamfaatkan untuk mengemis merupakan korban
penculikan atau agen yang mencari anak-anak ke desa
untuk di ajak bekerja di kota. Korban rata-rata berasal
dari keluarga miskin. Beberapa sumber dari media
massa yang menyangkut perdagangan anak sebagai
pengemis yang berhasil penulis himpun :

1. Penyewaan bayi yang dilakukan oleh sindikat terjadi
di Jakarta (kompas 5 dan 7 april 2000)

2, BSeorang anak perempuan 7 tahun di culik untuk
jadi pengemis di Cikampek (Media Indonesia, 6
November 1998)

3. Penculikan anak umur 10 dan 13 tahun untuk jadi
pengemis di Semarang (Fos Kota 24 Fﬂbn;lar}" 1996)

4, Pengasuh bayi menyewakan bayi majikannya untuk
digunakan mengemis. (Republika 9 Oktober 2000)

Anak-anak yang dilibatkan dalam perdagangan narkoba

Selama ini belum ada informasi yang tepat
mengenai pola perdagangan narkoba di Indonesia.

Namun anak-anak yang digunakan dalam perdagangan

narkoba, merupakan anak-anak muda yang baru
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memakai narkoba. Mereka lalu diajak oleh sindikat
untuk membantu memasarkan barang dagangan mereka.
Sindikat narkeba dalam melibatkan anak-anak dalam
perdagangan narkoba dengan cara menipu dan
menjadikan mereka bandar atau pengecer narkoba.
Anak-anak ini sudah terlebih dahulu di persiapkan oleh
para sindikat sehingga mereka siap dalam segala
kemungkin di lapangan. Salah satu contoh kasus yang
terjadi yang diambil dari Gerakan Anti Narkoba (GAN)
Bali-Rekontruksi oleh Yavasan Anak Kita [AKITA)-Bali,
yaitu :

Nama saya Luh Putu Weni (bukan nama sebenarnya), 16
tahun, Sekarang saya tinggal bersama orang tua asuh di
Sanur dan masuk kelas II di SLTA negeri :_'5 Denpasar.
Saya diambil dari keluarga miskin oleh sesorang unfuk
menjadi pembarnti di rumah orang tersebut dan juga dia
menyekolahkan saya. Saat tamat SMP saya melanjutkan
ke SLTA negeri 6, pada saat ttulah saya di paksa unfuk
menjual narkeba. Saya takut sekali tetapi tidak bisa

menolak. Saya di beri tahu cara-caranya dan

dipersiapkan secard matang. Katanya dia menjamin
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keselamatan saya, tetapi ia mengancam akan membunuh
saya kalau saya berani lari. Sedikit demi sedikit saya
mulat dipaksa untuk mengedarkan narkoba sampai saya
stress dan akhirmya menjadi pemakai. Saya mengalami
ketergantungan obat dan hal ini ia mamfaatkan sebaik-
baiknya. Beberapa kali saya mencoba kabur, tetapi selalu
gagal. Saya permah bolos sekolah dan lari ke Jakarta
selama 13 hari tetapti temyata saya telah dibuntuti sejak
awal. Saya diancam akan diperkesa ramai-ramai
kemudian di bunuh kalau saya berani kabur lagi. Masalah
ini permah saya bicarakan dengan orang tua saya dan
saya bertekad melaporkannya ke polisi Tetapi belum
sempat keluar rumah, kami sudah dihadang oleh
gerombolan mereka. Akhimya semuanya saya Jalani
dengan pasrah. Saya sekarang menja.:ﬁ pemalkcai
sekaligus pengedar narkoba yang bekerja untuk dia dan
anggota kelompoknya. Bahkan saya diajak mengikuti

pertemuan jaringan organisasi mereka di sebuah hotel di

kawasan Nusa Dua.
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Add. e,

=

Anak-anak yang dimanfaatkan untuk pekerjaan-

pekerjaan  eksploitatif lainnya, seperti pekerjaan  di
jermal,

Pemanfaatan anak untuk bekerja di jermal
(anjungan penangkap ikan lepas pantai) sudah mendapat
sorotan tajam masyarakat internasional yang peduli hak-
hak anak sejak dulu. Biasanya anak-anak ini direkrut
atau dibawa oleh orang tua mereka dari desa-desa yang
jauh dari laut. Mereka biasanya tidak peduli dengan jenis
pekerjaan yang akan mereka jalani. Kebanyakan anak-
anak ini tidak bisa berenang. Ketika bekerja di jermal,
mereka harus bekerja keras siang dan malam tanpa
istrirahat vang cukup untuk menaikkan dan
menurunkan jala ikan, memilih dan mengeriggkan ikan,
membetulkan jala yang rusak, dan mengerjakan
pekﬂﬁaan_pgkmjaa_n lain, yang menyita sebagian besar
waktu mereka. Namun, tidak semua anak yang bekerja
di jermal dapat dikategorikan sebagai, anak yang
diperdagangkan karena beberapa dari mereka mau
bekerja di jermal secara sukarela dan sebelumnya sudah

diberitahu tentang kondisi kerja yang akan mereka
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jalani. Tidak mudah untuk menentukan mana anak yang
diperdagangkan dan mana yang tidak. Salah satu kasus
yang di temukan ialah

MH {13 tahun) direkrut untuk bekerja di jermal Lian Hok di
Tanjung Tiram, Asahan. Hampir 2 bulan dia bekerja , ia
sudah tidak tahan lagi untuk terus bekerja di sana. MH
bekerja siang malam mengangkat jaring penangkap ikan,
memilah-milah ikan, menyisiki, menjemur dan menggerus
ikan. Anjungan penangkapan ikan ini mempekerjakan. &
analk berusia kurang dari 10 tahun. Upah MH tak akan
dibayar kalau ia pulang kampung sebelum genap bekerja
3 bulan penuh sesuai perjanfian yang umum berlaku
untuk pekerjaan di jermal Kelompok Kerja Sosial
Perkotaan (KKSP) tidak berhasil membawa kasus ini ke
pengadilan karena MH belum mempunyai K”;“ P atau Akte
Kelahiran atau Kartu Keluarga yang dapat menunjukan
pahua ia masih belum eukup umur untuk bekerja. Upaya-
upaya menolong MH masth terus dﬂaimkm.x, namun tidak

mudah, walaupun sudah mendapat dukungan dari

Lo/IPEC dan Departemen Sosial Sumatra Utara.
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(Makalah : Mengenali Perdagangan Perempuan dan Anak
oleh KOMNAS ANAK).

Selain jenis-jenis pekerjaan anak dan pola-polanya yang penulis

sebutkan di atas. Masih banyak lagi kasus-kasus perdagangan anak

vang lain yang penulis dapatkan melalui media cetak seperti :

1. anak-anak pengungsi Timor-timur diperdagangkan dengan
alasan untuk diadopsi oleh keluarga kaya. (Republika 20-26
Agustus 2000).

2. 5 bayi di jual ke Malaysia melalui Riau yang dilakukan oleh
sindikat {(Media Indonesia 17 Juli 2000) .I

3, Perdagangan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks
Lomersial karena masalah ekonomi dan ditipu oleh pedofil.

(Nusa Tenggara, 19 Juli 2000)

4. 7 bayi berumur 1-3 bulan dijual ke Malaysia oleh sindikat
L

kejahatan yang terorganisir. (Sijori Pos, 14 juli 2000).

4.2, Faitﬂrwfaktur Pendorong Yang Erat Kaitannya

Dengan Perdagangan dan Eksploitasi Anak.

galah satu faktor yang menurut penulis yang paling sering

menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak yaitu kemiskinan

(ekonomi). Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup




dibawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan
99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp. 5000,- /hari.
(UNICEF, 1999). Berdasarkan sumber data yang berhasil penulis
dapatkan faktor-faktor lain yang erat kaitannya dengan perdagangan
anak, adalah :

1. Pemalsuan KTP dan Kelahiran yang tidak didaftar.

Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTF) merupakan hal
yang sangat umum di Indonesia, dan hal ini terjadi di mana saja
tanpa melihat daerah dan tempat tinggal. Meluasnya praktek
pemalsuan KTP telah mempersulit upaya-upaya untuk
mencegah perdagangan anak dan perempuan. Pemalsuan KTP
telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa oknum
aparat pemerintah. Pendaftaran KTP tidak akan menjadi
masalah jika semua orang mempunyal surat keiahiran. Hal
inilah yang mempermudah para agen untuk merekrut anak-
anak, sebab anak-anak tidak banyak menuntut sehingga mudah
dibujuk.

9. Perkawinan usia muda

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak

empuan putus sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa
per

baiknya menikah pada usia muda. Undang-
anak perempuarn se
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Undang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan untuk
menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda dari itu asalkan
diijinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.
Perkawinan usia muda banyak mengundang masalah.
Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang beresiko tinggi,
terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak
perempuan yvang menikah pada usia yvang masih sangat muda
cenderung mengalami banyak kesulitan karena mereka pada
umumnya belum siap untuk hidup mandiri, terutama bila
mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang anak perempuan
bercerai, ia kehilangan status dan haknya sebagai analk. Hal ini
menghalanginya untuk memasulki sistem pendidikan formal
apabila ia menginginkannya. Yang lebih buruk lagi adalah
bahwa sejak menikah, seorang anak perempuan dianggap telah
|
menjadi orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi
tanggungan orang tuanya. Karena itu, apabila ia bercerai dari
suaminya, orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab untuk
memberinya nafkkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya
puan yang setelah diceraikan oleh suaminya

banyak anak perem

enderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk
C

dapatkan kesempatan kerja vang lebih baik dan untuk
menda
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bertahan hidup. Sayangnya, mereka umumnya tidak mempunyai
keterampilam atau ijazah yang memungkinkan mereka
mendapatkan pekerjaan yang layak, Banyak dari mereka yang
akhirnya terbujuk dan terperangkap dalam industri seks
komersial.
Pekerja migran

Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pengirim
terbesar pekerja migran yang dalam bahasa Inggris disebut
International Contract Workers (ICW) ke berbagai negara seperti
Timur Tengah, Singapura, Malaysia, taiwan, Korea, Jepang, dan
Hongkong. Usaha dari pemerintah untuk mengirimkan tenaga

1 [ -
kerja  keluar negeri selain  untuk  mengurangl jumlah

penggangguran juga sekaligus menambah devisa negara.

Usaha pengiriman tenaga kerja keluar negeri ini, banyak

dimanfaatkan oleh perusahaan-pamsahaan jasa pengiriman

' ' -rata memalsukan
tenaga kerja. Para agen tenaga kerja rata-rata m

umur tenaga kerja Yang akan dikirim sehingga banyak anak-

anak yang sebenarnya belum layak bekerja dikirim. Kondisi-

kondisi seperti ini justru menimbulkan kisah-kisah sedih dari

para tenaga kerja yang tidak cukup umur ini,

~

T
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Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tidak banyak yang penulis ketahui secara jelas mengenai
hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga (domestic
violence) dengan perdagangan perempuan dan anak. Perempuan
dan anak vang seringkali dipukuli atau mendapat pelecehan dan
perlakuaan seks vang semena-mena (sexually abused)
kemungkinan besar akan kabur meninggalkan rumah dan
bekerja di tempat-tempat yang penuh resiko, contch kasus di
Solo anak-anak beranjak yang meninggalkan rumah, mereka
pada akhirnya terjerumus perdagangan seks dan narkoba,
karena ketidakharmonisan keluarga (Suara Merdeka 10/1 1/95).
Kasus-kasus perempuan dan anak yang terjun ke dunia
prostitusi menunjukan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan,

persetubuhan dengan anggota keluarge sendiri, perkosaan dan

%
penganiayaan fisik merupakan alasan-alasan yang mendorong

ereka terjun ke :ndustri seks komersial. Sayangnya, amat
m

dikit yang dapat diketahui tentang prevalensi berbagai bentuk
se

cekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kurangnya

informasi yang ada mengenai kekerasan terhadap perempuan
INIOrTTL

d ak disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, korban
arn 4n

sama sekali tidak mendapat jaminan
tindak kekerasan
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perlindungan apabila ia berani bersaksi melawan pelaku. Kedua,
sanksi hukum hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku apabila
korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada
pihak yang berwajib. Ketiga, korban perkosaan pada umumnya
enggan dan malu untuk menceritakan kepada orang lain apa
vang dialaminya. Analisis terhadap laporan media massa
menunjukan bahwa mayoritas pelaku tindak kekerasan adalah
orang yang relatif dekat dengan korban dan hanya sedikit yang
mau menceritakan tindak kekerasan yang dialaminya segera
setelah kejadian tersebut berlangsung.

Konflik sosial dan perang

Dewasa ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi
politik yang penuh gejolak, dari pemerintah otoriter yang terlalu

lama berkuasa ke pemerintah  yang lebih  terbuka dan

5

demokratis. Hal ini masih ditambah lagi dengan konflik sosial

politik di berbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari

daerahnya (menggungsi dan tidak kurang juga anak-anak ikut

mengalaminya akibat dari konflik ini., Meskipun penulis tidak

berhasil mendapatkan data secara lengkap mengenai

perdagangar anak di daerah konflil, tetapi hal ini pe

dimunculkan oleh media massa dan LSM (anak-anak pengungsi
im
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Timor-Timur di jual ke Kalimantan dan Sulawesi Selatan,
Republika 20-26/8/00).

6. Pendidikan

Sistern pendidikan di Indonesia selain kurang memadai,
juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat yang
kurang mampu sehingga makin banvak anak putus sekolah
karena tidak mampu membayar atau sama sekali tidak pernah
mengecam pendidikan, Sehingga akibat kurangnya pengetahuan
menyebabkan anak-anak ini menjadi korban trafiking.

Selain faktor-faktor tersebut di atas kondisi sosial budaya
keluarga dan masyarakat Indonesia tentang anak juga masih rendah.
Anak oleh sebahagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang
tua, sehingga rentan menjadi korban traffiking. Selain itu faktor
penyediaan yang tidak terlapas dari permintaan maaj:ara.l-:at yang

meningkat untuk melakukan hubungan seks dengan anak usia

muda, sehingga jaringan forganisasi kriminal makin gencar mencari.

Perubahan globalisasi dunia, menyebabkan Indonesia tidak

luput dari angaruh eterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek

teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di berbagai

aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan

ensial dan budaya yang di pacu oleh berbagai kemudahan informasi.
si
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Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi
konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial
termasulk pada anak. Berkaitan dengan konsekuensi tersebut
menurut penulis, kemungkinan Indonesia akan menjadi alternatif
sasaran selain Thailand dan Filipina. Alasannya adalah penyebaran
HIV/AIDS di kedua negara tersebut menyebabkan Indonesia
dipandang sebagai tujuan yang lebih aman, tingkat kesadaran
masyarakat lebih rendah sehingga peraturan dan hukumnya lebih
lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks anak, dan promosi
gencar dunia pariwisata Indonesia secara tidak langsung dapat
mengundang turis mancanegara manapun, termasuk pelaku
eksploitasi. Fakta dari proyeksi ini adalah banyaknya kasus-kasus
sodomi pada anak di berbagai kota besar yang dilakukan oleh para

turis yang paedofil (kelainan orientasi seksual). Beberapa kasus yang

L]

berhasil penulis himpurn dari media cetak:
1. anak usia 13-14 tahun di kirim ke Eropa, Australia, USA,

dan Swiss. Telah terjadi beberapa kali, pelakunya adalah

komunitas lokal dan pedofilia  dan kasusnya telah

diidentifikasi oleh Polda dan Interpol | Nusa Tenggara, 7

Oktober 1996 dan Medus, 21-27 February 2000 )
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2. seorang anak perempuan 14 tahun dan laki-laki 16 tahun
dari Bali dijual dengan tujuan ke New York, Chicago, LA,
Hawal, Kasus ini telah diidentifikasi oleh Pemda, Polda,

DPRD setempat dan Interpol. (Nusa tenggara, 8/10/96).

4.3. HKebijakan dan Tanggapan Dari Pemerintah
Mengenai Perdagangan Anak.

4.3.1. Kebijakan Pemerintah dan Hukum
Sejak tahun 1989 Konvensi hukum Anak-Anak PBB seperti

yang tercantum pada pasal 35, melarang perdagangan anak-anak
untuk keperluan apapun. Meskipun hampir semua negara ikut
dalam perjanjian tersebut akan tetapi, di seluruh dunia hak azasi
anak-anak vang paling mendasar pun masih diinjak-injak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak,Anak pada

tanggal 25 agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun

1990, Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama beberapa LSM

telah mengintegrasikan Konvensi Hak-hak Anak di dalam indikator-

kelangsungan hidup, tumbuh
indikatornya. Dalam Propenas

kembang, perlindungar dan partisipasi anak yang salah satunya
em :

dilaksanakan melalul kesejahteraan dan perlindungan anak.
1
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Kebijakan pemerintah yang kemprehensif mengenai upaya
perlindungan anak di Indonesia sebenarnya belum memuaskan.
Padahal peraturan perundang-undangan yang ada sudah
menjatuhkan sanksi hukum terhadap perdagangan anak. Misalnya,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)} pasal 297
menyebutkan bahwa :

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang

belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling

lamea enam tahun.
Sayangnya, pasal ini tidak pernah dilaksanakan, setidak-tidaknya
karena tiga alasan. Pertama, perdagangan perempuan sering
dihubungkan atau diangeap berkaitan dengan pelacuran. Hal ini

dibahas dalam pasal-pasal lain yaitu pasal 330-335, yang

menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Kedua, perdagangan anak

perempuan tidak dibedakan dari perdagangan perempuan dewasa.

Ketiga, penegak hukum jarang

diperdagangkan Dalam kasus polisi menemukan anak perempuan
pe :

menemukan kasus anak laki-laki yang

dilkurung untuk tujuan prostitusi, pasal 332 digunakan untuk

menjerat pelakunya adapun menetapkan pasal 332 :

1) diancam dengar pidana penjara :

b3
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ke-1. paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi
seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang
tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuaannya, dengan
maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu,
baik di dalam maupun di luar diluar pernikahan;
ke-2. paling lama sembilan tahun barangsiapa membaia pergi
seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman
kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya
terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikaharn;
2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan
3) pengaduan dilakukan
a. jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umir, aleh. dia
gendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia
nikah; i
b, jika wanita ketika dibawa pergt sudah cukup umur, oleh dia

sendiri atau suaminyd.

Ada beberapa beberapa pasal dalam KUHF yang dapat digunakan

untuk memerangi eksploitasi geksual yaitu

1 asal 287 (1) harangsiapa persetubuh dengan seorang tianita di
-

diketahui atau sepafutnya  ——_—

ymurnya pelum 15 tahun, atau kealou umumya

e
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tidak temyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan

pidana penjara paling lama 9 tahun,

pasal 290  diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
(ke-3] barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga, bahwa umumya belum 15 tahun, atau
kalau umurnya tidak temyata, bahwa belum mampu dikawin,
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain,

pasal 292, orang yang belum cukup umur, yang melakukan
perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui
atau sepatuinyd harus diduga, bahwa belum cukup umur,
dianeam dengan pidana penjard paling lama 5 tahun.

pasal 293 (1) barangsiapa dengan memberi atau menjanjkan
uang atau barang menyalahgunakan perbawaan xyang timbul
dari  hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja
belum cukup umur dan baik tingkah

menggerakkan seorang

kgt untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakuakan

erbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup
12

ya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam
LAY

dengar pidana penjara paling lama 5 tahurn.
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pasal 294 (1} barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan

-fl'ﬂﬂk'r‘lyﬂ, anal; tirinya, anak ﬂngkﬂiny.l anak dibawah

pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang
yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau
penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya
atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan
pidana penjara paling lama 7 tahun,

pasal 295 (1) diancam : (ke-1] digancam : (ke-1) dengan pidana
penjara paling lama S5 tahun, barangsiapa dengan sengaja
menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan
cabul oleh anaknya, anak tirinyd, anak angkatnya, anak dibawah
pengawasannya; yang helum cukup umur yang pemeliharaannya,
pendidikan, atau penjogaannyd diserahkan kepadanya ataupun

hannya yang belum cukup umur,

oleh bujangnya atau bawad

dengan orang lain.

pasal 301 harangsiapa membert afaul menyerahkan kepada

ain seorang anak yang ada di
a kurang dari 12 tahum, padahal diketahiii

. hawah kekuasaannya yang
orang

sah dan umumy

bahwa anak it akan dipakai untuk melakukan pengemisan at
il

ekegonn yong  berbahAE atau yang dapat menusak

B



kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4

terhin.

Perangkat hukum lain adalah Keputusan Menteri no. KEP-

204/MEN/1999 Departemen Tenaga Kerja, yang menggantikan
Peraturan Menteri sebelumnya No. PER-02/MEN/1994 tentang
Penempatan Pekerja Kontrak Indonesia di dalam negeri maupun di
luar negeri dan Peraturan Menteri No. KEP-44/MEN/ 1994 tentang
Pedoman Umum Penempatan Tenaga Kerja. Keputusan menteri yang
baru ini memberikan peraturan-peraturan yang lebih komprehensif
mengenai perekrutan calon pekerja dan juga memberikan kriteria
bagi perusahaml—pemsahﬂaﬂ vang bergerak di bidang perekrutan
dan penempatan tenaga kerja (pemasok tenaga kerja). Untuk

melengkapi keputusan ini, Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan

Pedoman Penempatan Tenaga Kerja ke luar Negeri (Depnaker,

5
1999 /2000) Disamping itu, Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja

Indonesia juga telah menerbitkan dan menyebarluaskan pedoman

sional bagi para penyalur jasa tenaga keria Indonesia yang
operasio

menjadi anggotanya.
glat hukum |ainnya yang relevan adalah Undang-Undang
Peran
: k (yang dikeluarkan oleh
. Lesejahteraan &na
no.4/1979 mengenal

gosiall perdasarkan pasal 10 undang-undang ini,
Departemen ;
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negara dapat mengambil h i
gambil hak asuh anak dari orang tua jika terbukti
mereka tidak d
apat mengasuh anaknya secara layak sebagaimana
seharusnya. N ini
y amun, peraturan pelaksana undang-undang ini, yang
seharusnya diatur melalui Peraturan Pemerintah, tidak pernah
dirumuskarn.
Mengenai masalah anak yang memakai dan memperdagangkan
narkoba, pasal 87 Undang-Undang No. 221997 mengenai narkoba
menjatuhkan hukuman penjara kepada mercka yang membujuk,

menipu dan memaksa anak-anak untuk melakukan perbuatan-

perbuatan melanggar hukum [llegal) yang didefinisikan, dalam pasal-

pasal lain, sebagal pcrhuatan-perbuatan yang berkaitan dengan

upaya-upaya menanarm, memanen, memproduksi, memperdagangkarn

ganja dan obat-obatan terlarang lainnya.

4.3,2. Tanggapan pemerintah

Tidak banyak Yans dapat dikatakan mengenai tanggapan

pemerintah terhadap perdagangan anak dan perempuan karena

masalah ini belum secara resmi diakui sebagai masalah nasional.
Bl

a mengakui hahwa kemiskinan merupakan salah

K




pemerintah telah memprakarsai sejumlah program, misalnya

program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA] yang

diperkenalkan tahun 1997 dalam bentuk pemberian pinjaman
(kredit) mikro bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah untuk
membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Pemberian
pinjaman ini merupakan bagian dari program pengentasan
kemiskinan yang dilaksanakan melalui Departemen Sosial.
Disamping itu, pemerintah menyediakan bantuan sebesar 31
juta Dollar Amerika yang berasal dari pinjaman Bank Pembangunan
Asia (Asian Development  Banlk untuk membiayai Program

Perlindungan Sosial (Social Sector Protection Program) dan Program

Pengembangarn esehatan dan Gizl (Health ~Nutrition ~Sector

Developmet Program). Prograff ini ditujukan untuk anak-anak

jalanan dan anak-anak miskin lainnya. Bila dilaksanakan dengarn

L]
tepat dan memadai, prograrm ini akan dapat mengurangi resiko
eksploitasi seksual yans Jihadapi anak-anak jalanan dan anak-anak
iskin lainnya Sayangnya; pmgmm-pmgram tersebut diatas tidak
untuk menanggulangi masalah

secara  khusus dirancang

ak meskipun pmgram-pmgTam jtu dapat ikut

gan anak.

perdagangan &n

membantu mencegah perdaganl
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Kebijakan yang merupakan tanggapan yang relevan terhadap
upaya pemberantasan perdagangan anak, misalnya yang diprakarsai
oleh Departemen Tenaga Kerja untuk mengatasi masalah-masalah
yang berkaitan dengan pekerja anak di jermal. Guna mencegah anak
direkrut untuk dipekerjakan di jermal, maka tahun 1999 pemerintah

membentuk komisi tingkat tinggi yang bertugas memberantas

perburuhan anak di jermal,

Ketika negara menangani anak-anak perempuan (gadis-gadis
belia] vang direkrut menjadi pelacur, penanganannya dilakukan
tanpa membedakan anak-anak dari orang dewasa dan pendekatan

yvang dilakukan adalah pendekatan Yang bersifat umum. Semua

perempuan yang terlibat pelacuran, baik yang masih anak-anak

maupun yang dewasa, dianggap secara sukarela mau menjadi

pelacur dan dijatuhi sanksi hukuman (KUHP). Hal ini berlawanan

L]
dengan hukum, karena menurut hukum, hukuman harus ditujukan
]

erekrut perempuan (anak) untuk dijadikan

s kenyataannya sering kali dijumpai

pada orang yang ™

pelacur dan mucikarinya. Pad

adanya aparat penegak hukum yang mem

anfaatkan para pelacur

ng dari mucikari mereka. Tentu saja, hal ini tidak
eras UA

ga-[ tanggﬂpﬂﬂ e

k mmghﬂntikﬂjl

untulk mem |
gara meskipun negara tidak

dapat diangsap Seb2 |
) aknum pemerintah  yang

berbuat apapun Untd

70




kukan T

melaku pemerasan. Selain itu juga dijumpai kasus-kasus
pﬁnculikan dan penipuan terhadap gadis-gadis belia, seperti yang
dijelaskan sebelumnya. Dalam kasus-kasus seperti ini sanksi

hukuman diberikan kepada pelaku.

Berdasarkan hasil monotoring di media massa Yang

dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA], selama
empat tahun terakhir (1999-2003] jumlah kasus yang berhasil
diungkap mencapai 116 kasus. Dengan perincian tahun 1999 14
kasus, tahun 2000 23 kasus, tahun 2001 34 kasus, tahun 2002 26
kasus, dan pada tahun 2003 sampai bulan April tercatat 19 kasus.
(sumber wurw waspada online.com, artikel.opini. 10 Juli 2003).
Jumlah kasus tersebut secard celatif sangat kecil dibandingkan

dengan fakta sebenarnya, karena banyak kasus yang tidak terekspos

oleh media massa ataul hanya selesai pada tingkat keluarga. Banyak

orang tua/keluarga korban yans beranggapan bahwa kasus ini
adalah merupakan aib keluarga sehingga tidak perlu diketahui orang

lain.
Meningkatnyad kesadaran di kalangan aparat pemerintah

mengenail anak-

g lebih kuat terhadap pelaksanaan hak-hak

tekanan internasional yar

tah indonesia meratifikasi dua Konvensi ILO
pﬂmﬂﬂ

anak mendorong
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yang penting, yaitu Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum
Diperbolehkan Bekerja (yang diratifikasi melalui UU No. 20,1999)
dan Kﬂémnﬂ ILO No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk’ Untuk Anak (vang diratifikasi melalui UU No.1/2000).
Sebagai tindak lanjut ratifikasi ini, pemerintah dengan bantuan ILO-
IPEC, menyusun rencana aksi nasional (natienal plan of action]. Di
samping itu, UNICEF dan dewasa ini juga UNESCO, secara aktif
terlibat dalam advokasi hak-hak anak dan sebagai sponsor proyek-
proyek penanggulangan dampak kemiskinan dan krisis ekonomi
terhadap anak, serta meningkatkan kualitas perhatian dan
penanganan terhadap anak-anak yang diperlalukan BeTOETIE Tl
Organisasi-organisasi masyarakat dan LSM menanggapi isu

perdagangan anak dengan berbagai Ccara. LSM Solidaritas

Perempuan, misainy, ecara aktif melakukan pemantauan dan

memberikan bantuanl hukum bagl perempuan dan anak perempuan

yang dipekerjakan sebagal pekerja migran dan telah mengalami

he . t!ﬂdﬂk kﬂkﬂmﬁaﬂ Haﬁﬂ ]:EEIjE. mEI'Ek-E. telah Ii'iﬂ.kui baik ﬁlﬁh
rb&gﬂl

Depnaker maupun oleh perusuhaan-pemss.haaﬂ penyalur tenaga
<P

g dalam Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja

kerja yang tergabunl

Indonesia.
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Menurut UNICER (1998) Yang memintg Lembaga Penelitian
Umversitas Indonesig (LPUT) melakukan penelitian akte kelahiran di
temukan bahwa tingkat Pencatatan kelahiran sangat rendah karena
beberapa alasan. Alasan utama adalah tidak adanya fasilitas untuk
membuat akte kelahiran (karena fasilitas stperti itu tidak tersedia di
rumah sakit atau di kecamatan setempat] atau karena diskriminasi
rasial terhadap anak-anak yang dilahirkan dari kelompok minoritas
yang dalam hal ini adalah keluarga-keluarga Tionghoa. Alasan lain
adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat akte
kelahiran. Beberapa keluarga enggan mencatatkan kelahiran
anaknya vang pertama karena adanya kepercayaan tradisional bahwa
anak vang dilahirkan pertama kali mungkin tidak akan bertahan

hidup dan karena itu tidak perlu dicatatkan. Plan International

pernah melakukan penelitian serupa pada tahun yang sama (Plan
1

1998). Sebuah seminar yang diorganisir oleh

pada bulan

International,

Departemen Dalam Negeri Juga pernah diselenggarakan

mei 1999, Sejak tahun 1999, pencatatan kelahiran dimasukan dalam

i tistile.
angket survei antar sensus oleh Biro Pusat Sta
intah lainnya yang terbaru
art pan pemerin
Salah satu dar tangga

untuk lindungan anak ].-'E.illl membuat Undang-Undang No. 23
ntuk perl

Perlindungan Anak. Undang-undang ini
g

tahuyn 2002 tentan




mengatur mengenai hak-hak anak Peran negara dan masyarakat

dalam upava perlindungan anak dan hukuman bagi pihak-pihak

vang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal-pasalnya, serta di

bentuknya Komisi Perlindungan Anak di Indonesia

Saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam
angka perdagangan anak dan perempuan menyebutkan bahwa
Inﬁunesia peringkat lketiga dunia setelah peringkat pertama dan
kedua diduduki oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat
(USA). Dalam frafiking, Indonesia sejajar dengan Malaysia tetapi
Malaysia sebagai negara penerima. Yang lebih memprihatinkan lagi
angka trafiking ini menduduki peringkat ketiga setelah senjata dan
narkoba. Yang lebih ironis lagi hingga kini Indonesia belum memiliki
undang-undang tentang perdagangan anak dan perempuan f}.

Tanggapan-tanggapan  Yang diuraikan diatas hanya

merupakan gambaran kasar dan kurang terkﬂurdinasi.' Disebabkan

iri ' ' aging masin
dilakukan sendiri-sendiri tanpa gisternatis oleh masing g

Departemen dalam pemerintahan.
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5:1.

BABV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas maka

penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa :

L,

Secara umum faktor utama penyebab terjadinya perdagangan

anak yakni karena keterbatasan ekonomi sehingga kurangnva

pengetahuan masvarakat akan perdagangan ana k.
Tanggapan pemerintah selama ini terhadap kasus perdagangan

anak masih sangat kurang walaupun sudah ada beberapa

usaha yang dilakukan dengan merarifikasi konvesi internasional

jjak k perlindungan anak tetapi
dan juga beberapa kebijakan untuk pe :

-sama.
tidak dilakukan secara bersama sa

[ 1 # E H.i kaﬁuﬂ‘kﬂ.sus
i I:I-.‘.:" t}ﬂl Uﬂgﬂl ]ﬂPﬂIﬂlt ien 271

un hanya sedikit vang memaparkan

perdagangan anak, nam
pola-pola perdagants

ini disebabkan pemerintah masih

h n dan para pelaku yang
besarnya masalan,

hal

terlibat di dalamnys N
p bahwa masalah perdagangan analk ini belum

menganganged




menjadi masalah nasional dan juga adanya aparat pemerintah
£rn

vang terlibat dalam perdagangan anak

Pelanggaran Hak Asasi Anak di Indonesia setiap tahun makin

meningkat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian

pemerintah terhadap penanganan masalah pelanggaran hak azasi
analk. Pada akhirnva Indonesia menjadi sorotan dunia Internasional
karena besarnya kasus perdagangan anak di Indonesia, yang
merupakan peringkat ketiga dunia dalam kasus perdagangan anak.
Penulis vakin apabila dunia Internasional terus melakukan
penekanan terhadap Indonesia, maka pemerintah past akan

membuat suatu Undang-Undang Perdagangan Anal sehingga setiap

pelaku akan ditindak sesuai dengan aturan tersebut.  Maka

pelanggaran hak asasi ini akan menurud, walaupun untuk

menghilangkannya adalah hal yang sedilit mustahil.

§.2. Saran
1. Koordinasi yang jelas dan tersentralisasi bagi upaya-upaya

k harus diupayakan untuk merumuskan
ana

perlindungan |
enjamin pelayanan yang berkualitas

kerangka kebijakan yang m

al-anak. Sehuburtl
yang mampu memobilisasi

gan dengan hal tersebut,

dan layak untuk an

i hukum
diperlukan 19 strumen
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sumber-sumber daya vang dimiliki semua sektor pemerintah

guna mendukung kerangka kebijakan tersebut.

Mengingat kemiskinan merupakan faktor paling umum yang
melandasi terjadinya perdagangan anak, program penghapusan
kemiskinan hendaknya dikembangkan dan dilaksanakan secara
efekulf,

Akte kelahiran merupakan unsur penting hak anak. Tidak
adanya akte lahir cenderung menutup peluang anak untuk
mendapatkan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan dan
pendidikan. Sehubungan dengan hal ini maka Departemen

Dalam Negeri sebaiknya memberikan akte kelahiran kepada

setiap bayi yang baru lahir dengan biaya serendah mungkin.

Diperlukan upaya terpadu untuk menvebarluaskan pengertian

” ; t gecara luas, agar
konsep © Perdagangan kepada masyaraka

hahwa perdagangan anak merupakan masalah

kan dengan mempersalahkan

mereka mengerti

al boleh dibenar

yang tid |
anting di sini adalah upaya menciptakan

kemiskinan. Yang P

' rakat
kesadaran mas}farai-:at supaya seluruh Japisan masya
paadArd |

' 1ot dan tanggung jawab
melihat masalah ini sebagal masaiah n geu

ka atasi gecara bersama pula.

E .l a = ]
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program yang ada hendaknya mendorong partisipasi masyarakat
secara utuh dan semaksimal mungkin,

Perlunya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada
para aparat penegak hukum agar digunakan dalam menindak
pelaku.

Untuk menangani perdagangan anak lintas batas negara,
pemerintah  Indonesia  harus memprakarsai  kerjasama
bilateral/multilateral dengan negara-negara penerima di tingkat
regional.

Perlunya pemerintah membuat suatu undang-undang yang baru

untuk perdagangan manusia khususnya anak.
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